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P  U  T  U  S  A  N
NOMOR :  31/G/2010/PTUN.JPR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  

memeriksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  

te lah  menja tuhkan  putusan  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  seper t i  te rsebu t  dibawah  in i ,  da lam 

perka ra  

anta ra  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   N a m a :  HENDRIK WORUMI,  S.Sos.  M.Si  

;  - - - - - - - - -

Kewarganegaraan :  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker jaan :  Pegawai  Neger i  Sip i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat  Tingga l :  Ja lan    Hawai    Sentan i ,  

RT   003,    RW   

  009,  Kelu rahan     Sentan i  

Kota ,     Dis t r i k     

  Sentan i  Kabupaten  Jayapura  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.   N a m a :  PENE IF I  KOGOYA, S.Pd.  MM ;  

- - - - - - - - - - - - -

Kewarganegaraan :  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker jaan :  Karyawan  Swasta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tempat  Tingga l : Kotara j a  Gunung,  RT 007/001 ,  

Desa/Ke l .  Wahno Kec.  Abepura ,Ko ta  

Jayapura  ;  - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  No.  
1

Disclaimer
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KETUA, . . . . . /

02/SK/PTUN/PO/VI I / 2010  tangga l  26 Ju l i  2010 

member ikan  Kuasa kepada  PETRUS OHOITIMUR,  

SH,  Peker jaan  Advokat /Penasehat  Hukum,  

NATHALIA  RUMYAAN,  SH,  dan  JUNI  WAHYUNI,  SH 

sebaga i  Asis ten  Advokat /Penaseha t  Hukum 

masing- masing  berkewarganegaraan  Indones ia  

dan  berkan to r  d i  Ja lan  Tugu  I  no.  11  APO 

Bengke l  jayapura  :  

         Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  PARA 

PENGGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M e  l  a  w a  n 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KETUA  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KOTA  JAYAPURA,  

berkedudukan  di  J ln .  Raya  Abepura  Ent rop  

Depan  Hote l  Idaman  Jayapura  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Selan ju t nya   disebu t  sebaga i  TERGUGAT ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

te rsebu t  ;  

-

Telah  membaca dan memer iksa  berkas  perka ra  in i ;  

-

Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  Nomor  :  

31/Pen.MH/TUN/2010/PTUN.JPR  te r t angga l  02  Agustus  

2010  ten tang   Penetapan  Penunjukkan  Maje l i s  Hakim 

2
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yang Memer iksa  dan Mengadi l i   Perkara  ;  

-

Telah  membaca Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor:  

31/Pen.PP/TUN/2010 /  PTUN.JPR te r t angga l  03 Agustus  

2010  ten tang  Penetapan  Har i  Pemer iksaan  

Pers iapan  ;  

-

Telah  membaca Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor:  

31/Pen.HS/TUN/2010 /PTUN.JPR te r t angga l   12 Agustus  

2010 ten tang  Penetapan  Har i  Sidang;  

- Telah  membaca  Penetapan  Penundaan  Objek  Sengketa  

Nomor  :  31/PEN/2010/PTUN.JPR  tangga l  19  Agustus  

2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Nomor  :  31/PEN.HKM/2010/PTUN.JPR  tangga l  19 

Agustus  2010  Tentang  Per in tah  Agar  KPU Prov ins i  

Papua  Memerin tahkan  KPU Kota  Jayapura  Menjawab  

Gugatan  Para  Pengugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

dengan  perkara  in i  dan  mendengarkan  kete rangan  

Para  Penggugat  d i  pers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG DUDUK PERKARANYA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  te lah  mengajukan  

gugatan  te r t angga l  27  Ju l i  2010,   yang   d ida f t a r kan  

di  Kepani t e r aan   Pengadi l an

3
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Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada  tangga l  27 Ju l i  2010  

Regis te r  perka ra  Nomor:  31/G/2010 /PTUN.JPR,  dan  

te lah  d ipe rba i k i  pada  tangga l  12  Agustus  2010,  yang  

is i  gugatannya  sebaga i  ber i ku t ;  - - - - - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  objek  da lam gugatan  in i  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Berupa  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  Nomor  :  71  

Tahun 2010 tangga l  7 Ju l i  2010 TENTANG PENETAPAN 

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL  KEPALA 

DAERAH MENJADI  PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 

Berdasarkan  Lampi ran  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  tangga l  7 Ju l i  

2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

Dan  Waki l  Wal iko ta  Jayapura  yang  lu l us  

Ver i f i k a s i  Kelengkapan  dan  Keabsahan  

Admin is t r a s i  Sura t  Penca lonan  Dan  Persyara tan  

Calon  Khusus  Pada  Lampi ran  VI I I  angka  8  Bakal  

Pasangan  Calon  Perseorangan  La ju r  2  atas  nama 

Hendr i k  Worumi ,  S.Sos.  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  

Kogoya,  S.Pd.  MM.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  menjad i  a lasan  gugatan  Para  Penggugat  

mengajukan  gugatan  a  quo  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa obyek  sengketa  d i te rb i t k an  oleh  Tergugat  

pada  tangga l  7  Ju l i  2010  kemudian  gugatan  in i  

d ia jukan  di  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  pada 27 

Ju l i  2010  seh ingga  te rhadap  gugatan  a  quo  

dia jukan  masih  da lam  tenggang  waktu  sesua i  

dengan  keten tuan  pasa l  55  undang- undang  Nomor  5 

4
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3.  Bahwa, . . . . . /
Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

dengan  t i dak  melampaui  tenggang  waktu  90 

(sembi l an  pu luh )  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2. Bahwa  Para  Penggugat  merupakan  Calon  Kepala  

Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  

Per iode  Tahun  2010  –  2015  dar i  Calon  

Perseorangan  sebaga imana  di  atu r  da lam Keten tuan  

Perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Para  Penggugat  (Hendr i k  Worumi ,  S.Sos.  

M.Si . ,  dan  Pene  I f i  Kogoya,  S.Pd.  MM.)  maju  

sebaga i  Calon  Wal i ko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

berdasarkan  dukungan  r i i l  secara  fak tua l  maupun 

admin i s t r a s i  dar i  20.660  dukungan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa pada  tangga l  23  Maret  2010  Para  Penggugat  

mendatang i  kanto r  Tergugat  untuk  menyerahkan  

berkas  dukungan  yang  dise rahkan  oleh  Por to  

Imbi r i ,  S.STP.  M.AP. ,  yang  di t e r ima  oleh  

Kard iman  Sagala  dan  di  saks i kan /d i ke t ahu i  o leh  

Ketua  KPU Kota  Jayapura  Hendr i k  B.  Bleskad i t ,  

M.Si . ,  dan  Tergugat  mengeluarkan  sura t  berupa  

Tanda  Ter ima  Berkas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa sete l ah  penyerahan  berkas  sebaga imana  pada  

angka  3  te rsebu t  dia tas ,  Tergugat  bers i kap  

te r t u t up  dan  t i dak  member ikan  in fo rmas i  apapun  

5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

unt uk, . . . . . /

kepada  Para  Penggugat  maupun t im  pemenangan yang  

diben tuk  o leh  Para  Penggugat  ba ik  da lam  rangka  

ver i f i k a s i  admin i s t r a s i  maupun ver i f i k a s i  actua l  

sebaga imana  yang  dia tu r  dalam  Pera tu ran  KPU 

Nomor  68  Tahun  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  pada  tangga l  30  Jun i  2010  Tergugat  

mengadakan  Pleno  dan  te lah  menerb i t kan  Ber i t a  

Acara  Rapat  Pleno  Nomor   12/PL /KPU- KT-

JPR/VI I / 2010  tangga l  7  Ju l i  2010  Tentang  

Penetapan  Hasi l  ver i f i k a s i  Terhadap  Pemenuhan  

Syara t  Dukungan  Min ima l  Baka l  Calon  Wal iko ta  

Dan  Waki l  Wal iko ta  Jayapura  Tahun  2010  Dar i  

Calon  Perseorangan  yang  dalam  Lampi ran  Ber i t a  

Acara  Tersebu t  khusus  pada  la j u r  2  menentukan  

Pasangan  Hendr i k  Worumi ,  S.Sos .  M.Si . ,  dan  Pene 

I f i  Kogoya,  S.Pd.  MM.  (Para  Pengugat )  dengan  

20.660  jumlah  dukungan  yang  dia j ukan ,  te rdapa t  

17.513  dukungan  yang  memenuhi  syara t  dan  

se jumlah  3.147  dukungan  yang  dinya takan  t i dak  

memenuhi  syara t  ;  - - - - - - - - -

7. Bahwa berdasarkan  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor  

12/PL /KPU- KT- JPR/VI I / 2010   tangga l   7   Ju l i  

2010   te rsebu t   Tergugat  secara  te rang   dan  

je l as ,   mencantumkan   has i l    pene l i t i a n  

persya ra tan

6
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untuk  Para  Penggugat  adalah  te lah  MEMENUHI SYARAT 

DUKUNGAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  peni l a i an  Tergugat  te rhadap  berkas  

dukungan  yang  disampaikan  oleh  Para  Penggugat  

dan  menentukan  te l ah  memenuhi  syara t  dukungan  

didasarkan  pada  syara t  dukungan  min ima l  ya i t u  

se jumlah  15.752  dukungan  pemi l i h ,  dan  has i l  

ver i f i k a s i  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  

menempatkan  Para  Penggugat  te lah  lu l us  syara t  

dengan  jumlah  dukungan  yang  memenuhi  syara t  

sebanyak  17.513  dukungan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa pada  tangga l  7  Ju l i  2010  Para  Penggugat  

mendapatkan  Tergugat  te lah  menerb i t kan  obyek  

sengketa  berupa  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kota  Jayapura  Nomor  :  71  Tahun  2010  TENTANG 

PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH MENJADI  PESERTA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA 

TAHUN 2010  Berdasarkan  Lampi ran  Ber i t a  Acara  

Rapat  Pleno  Nomor  :  13/PL /KPU- KT- JPR/VI I / 2010  

tangga l  7  Ju l i  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Wal iko ta   Dan Waki l  Wal iko ta  Jayapura  yang  

lu l us  Ver i f i k a s i  Kelengkapan  dan  Keabsahan  

Admin is t r a s i  Sura t  Penca lonan  Dan  Persyara tan  

Calon  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  Para  

Penggugat  t i dak  d i te t apkan  menjad i  peser ta  

PILKADA dengan  alas  an  bahwa  has i l  pene l i t i a n  

persya ra tannya  TIDAK  ADA  BERITA  ACARA 

REKAPITULASI  HASIL  VERIFIKASI  DUKUNGAN PEMILIH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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t i dak, . . . . . /

10. Bahwa pernya taan  Tergugat  yang  di tuangkan  da lam 

Ber i t a  Acara  Nomor  :  13  te rsebu t  sangat  

ber ten tangan  dengan  ber i t a  acara  Nomor  12  yang  

di te t apkan  seminggu  sebe lumnya  oleh  Tergugat ,  

yang  seharusnya  Terguga t  mencantumkan  Para  

Penggugat  da lam  obyek  sengketa  sebaga i  Calon  

Perseorangan  yang  menjad i  peser ta  Pi l kada  tahun  

2010  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa j i ka  d i l i h a t  dar i  a lasan  Tergugat  menolak  

Para  Penggugat  sebaga i   Peser ta   Pasangan   Calon  

Wal iko ta /Wak i l   Wal iko ta  ya i t u

t i dak  ada   ber i t a   acara   rekap i t u l a s i  has i l  

ver i f i k a s i    dukungan    pemi l i h ,  ada lah  a lasan  

yang  sangat  t i dak  masuk  aka l  karena  da lam 

keten tuan  Pasal  59A ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  

12  Tahun  2008  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  secara  

tegas  menyatakan  “ ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  

dukungan  ca lon  perseorangan  untuk  pemi l i han  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  dan  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  

d i l akukan  oleh  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  diban tu  

o leh  PPK  dan  PPS  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.   Bahwa se lan ju t nya  da lam Pera tu ran  KPU Nomor  68  

Tahun  2009  secara  tegas  memer in tahkan  agar  has i l  

ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  yang  di l akukan  oleh  

PPS maupun  PPK harus  member ikan  rangkapnya  pada  

pasangan  ca lon  perseorangan ,  dan  ha l  in i  t i dak  

8
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amanat , . . . . . /

pernah  di l akukan  oleh  Tergugat  dan  te rhadap  ha l  

in i  Para  Penggugat  merasa  adanya  kepent i ngan  

te rse l ubung  untuk  mendepak  Para  Penggugat  

sebaga imana  yang  di tuangkan  da lam  obyek  

sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

13. Bahwa  sete l ah  obyek  sengketa  d i te t apkan  di  

Hote l  Sentan i  Indah  yang  merupakan  wi layah  hukum 

Kabupaten  Jayapura  dan  bukan  di l aksanakan  atau  

d i te t apkan  di  wi layah  hukum  Kota  Jayapura ,  

sedangkan  te rhadap  Par ta i  Pol i t i k  dan  Gabungan  

Par ta i  Pol i t i k  yang  mengusung  para  kand ida t  

t i dak  d iundang  secara  resmi ,  ha l  in i  te lah  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangn  

yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa pada  tangga l  8 Ju l i  2010  Pani t i a  Pengawas  

Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  menerb i t kan  sura t  

nomor  :  027/PL- PANWASLU-KJPR/VI I / 2010  ten tang  

REKOMENDASI  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Keputusan  Tergugat  berupa  obyek  sengketa  harus  

d iba ta l kan  karena  sudah  melanggar  atu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  tanpa  memper t imbangkan  Rekomendas i  

Panwaslu  Kota  Jayapura  yang  dibe r i kan  kewenangan  

oleh  Undang- Undang  sebaga i  lembaga  yang  

mengawasi   Tergugat  da lam melaksanakan

9
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amanat  perundang- undangan,  maka  pada  tangga l  13 

Ju l i  2010  Terguga t  te l ah  menar i k  nomor  uru t  

peser ta  PEMILUKADA  tahun  2010  sebaga imana  

lampi ran  da lam obyek  sengketa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  pada  tangga l  19  Ju l i  2010  Pani t i a  

Pengawas  Pemi l i han  Umum  Kota  Jayapura  

menerb i t kan  sura t  nomor  :  029/PL- PANWASLU-

KJPR/VI I / 2010  ten tang  REKOMENDASI  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  Para  Penggugat  

mempunyai  hak  untuk  menjad i  Peser ta  karena  

Kesalahan  t i dak  adanya  Ber i t a  Acara  Hasi l  

Ver i f i k a s i  bukan lah  kesa lahan  Para  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa j i ka  d ice rmat i  konsederans  ob jek  sengketa  

maka  di temukan  ke jangga lan  secara  lega l  fo rma l  

pada  konsederans  memperhat i kan  yang  se lengkapnya  

menentukan  “Ber i t a  acara  p leno  KPU Kota  Jayapura  

da lam  menetapkan  pasangan  ca lon  wal i ko ta  dan  

waki l  wal i ko ta  yang  lu l us  ver i f i k a s i  ke lengkapan  

admin i s t r a s i  dan  fak tua l ”  konsederans  in i  t i dak  

secara  tegas  mencantumkan  ber i t a  acara  mana yang  

dipaka i  ba ik  secara  penomoran  dan tangga l  ber i t a  

acara  yang  digunakan  ;  - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  dengan  t i dak  lengkapnya  konsederans  

“MEMPERHATIKAN”  sebaga imana  di j e l a skan  pada  

pos i t a  angka  17  te rsebu t ,  maka  Terguga t  te lah  

melanggar  asas  kecermatan  formal  sebaga imana  

yang  dimaksud  da lam asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  ba ik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tent ang, . . . . . /

-

19. Bahwa dar i  poin t - po in t  yang  disampaikan  dia tas ,  

maka  sangat l ah  je l as  bahwa  Tergugat  te l ah  

melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  seper t i  yang  diamanatkan  oleh  UU Nomor  

51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU 

No.  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

a. Pasal  59A ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  12 

Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pasal   18   ayat   (4 )   huru f  b  Pera tu ran  

KPU No.  68 Tahun 2009

Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Pencalonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Pasal  33 dan Pasal  34 Pera tu ran  KPU No.  68 

Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  

Cara  Pencalonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -
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20. Bahwa  disamping  i t u ,  Tergugat  juga  te lah  

melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

khusunya  Asas  Profes i ona l i t a s ,  asas  Fai r  Play  

dan  asas  Kecermatan  Formal  seh ingga  ob jek  

sengketa  a  quo  patu t l ah  untuk  d iba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa  Para  Penggugat  mohon  kepada  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  mela lu i  Maje l i s  

Hakim  yang  memeriksa  Perkara  in i  mengabukan  

gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  dan  

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  Nomor  :  71  Tahun  

2010  tangga l  7  Ju l i  2010  TENTANG PENETAPAN 

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL  KEPALA 

DAERAH MENJADI  PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010 

Berdasarkan  Lampi ran  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  tangga l  7 Ju l i  

2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

Dan  Waki l  Wal iko ta  Jayapura  yang  lu l us  

Ver i f i k a s i  Kelengkapan  dan  Keabsahan  

Admin is t r a s i  Sura t  Penca lonan  Dan  Persyara tan  

Calon  Khusus  Pada  Lampi ran  VI I I  angka  8  Bakal  

Pasangan  Calon  Perseorangan  La ju r  2  atas  nama 

Hendr i k  Worumi ,  S.Sos.  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  

Kogoya,  S.Pd.  MM.,  maka  Para  Penggugat  juga  

meminta  agar  Tergugat  d iper i n t ahkan  untu  

mencabut  obyek  sengketa  in i  ;  - - - - - - -

22. Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  53 ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004,  maka  Para  

Penggugat  adalah  p ihak  yang  sangat  di rug i kan  

dengan  di te rb i t k annya  obyek  sengketa  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ter gugat , . . . . . /

- - - - - - - - - - -

23. Bahwa   d inya takan    bata l    atau    t i dak   sah  

dan memerin tahkan

Terguga t  agar  mencabut  obyek  sengketa  a quo,  maka 

Para  Penggugat  mohon  agar  Pengad i l an  

memerin tahkan  Tergugat  agar  membuat  Keputusan  

yang  baru  untuk  menempatkan  Para  Penggugat  

sebaga i  Peser ta  da lam PEMILUKADA tahun  2010  Kota  

Jayapura  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bahwa dengan  di te rb i t k annya  obyek  sengketa  maka 

je l as  merug ikan  kepent i ngan  Penggugat  dan  agar  

t i dak  mengak iba tkan  adanya  kerug ian  negara  yang  

leb ih  besar  j i ka  obyek  sengketa  t i dak  d i tunda  

maka oleh  karenanya  Para  Penggugat  mohon kepada  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  atau  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  untuk  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  te rhadap  

pe laksanaan  ob jek  sengketa  sebaga imana  dimaksud  

oleh  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (2 )  dan  ayat  (3 )  

Undang-  undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  UU Nomor  

51  Tahun  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
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PASANGAN, . . . . . /

Berdasarkan  kese lu ruhan  Ura ian  d ia tas  maka  Para  

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  cq  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  dan mengadi l i  

perka ra  a  quo,  berkenan  k i ranya  menja tuhkan  Putusan  

dengan  ad i l  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa 

dengan  amar  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Penundaan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

1. Mengabulkan  permohonan  Penundaan  Para  

Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Memerin tahkan  Terguga t  untuk  menunda 

pe laksanaan  objek  sengketa  maupun  tahapan  

se lan j u t nya  sampai  dengan  perkara  a  quo  

berkekua tan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;  - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  Berupa  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  Nomor  :  71 

Tahun    2010   tangga l    7    Ju l i    2010  

TENTANG   PENETAPAN
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PASANGAN CALON KEPALA  DAERAH DAN WAKIL  KEPALA 

DAERAH MENJADI  PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA  DAERAH KOTA  JAYAPURA TAHUN 2010 

Berdasarkan  Lampi ran  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  

Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  tangga l  7  Ju l i  

2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta  

Dan Waki l  Wal iko ta  Jayapura  yang  lu l us  Ver i f i k a s i  

Kelengkapan  dan  Keabsahan  Admin is t r a s i  Sura t  

Penca lonan  Dan  Persyara tan  Calon  Khusus  Pada 

Lampi ran  VI I I  angka  8  Baka l  Pasangan  Calon  

Perseorangan  La ju r  2  atas  nama  Hendr i k  Worumi ,  

S.Sos.  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  Kogoya,  S.Pd.  MM.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memerin tahkan  Terguga t  agar  mencabut  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Berupa  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  Nomor  :  

71  Tahun  2010  tangga l  7  Ju l i  2010  TENTANG 

PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA  DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA DAERAH MENJADI  PESERTA PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DAN WAKIL  KEPALA DAERAH KOTA 

JAYAPURA  TAHUN  2010  Berdasarkan  Lampi ran  

Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor  :  13/PL/KPU-

KT- JPR/VI I / 2010  tangga l  7  Ju l i  2010  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta   Dan Waki l  

Wal iko ta  Jayapura  yang  lu l us  Ver i f i k a s i  

Kelengkapan  dan  Keabsahan  Admin is t r a s i  Sura t  

Penca lonan  Dan Persyara tan  Calon  Khusus  Pada 

Lampi ran  VI I I  angka  8  Baka l  Pasangan  Calon  

Perseorangan  La ju r  2  atas  nama  Hendr i k  

Worumi ,  S.Sos .  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  Kogoya,  

S.Pd.  MM. ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Meni mbang, . . . . . /

4. Memerin tahkan  Terguga t  agar  menetapkan  Para  

Penggugat  sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kota  

Jayapura  Tahun  2010  dengan  Keputusan  yang  

baru  ;  - - - - - - - - - - -

5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Terguga t  t i dak  pernah  menanggapinya ,  

walaupun  sudah  dipangg i l  secara  

patu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  ket i dakhad i r an  Terguga t  

da lam menanggap i  sura t  gugatan  Para  Penggugat ,  Hakim 

Ketua  Maje l i s  perka ra  a  quo  te lah  menerb i t kan  

Penetapan  untuk  memanggi l  Tergugat  mela lu i  atasannya  

ya i t u  KPU  Prov ins i  Papua  sebaga imana  yang  

disya ra t kan  da lam Pasa l  72  Undang- Undang  Nomor  :  51  

Tahun  2010  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sampai  dengan  waktu  yang  

di ten tukan ,  atasan  Terguga t  maupun  Tergugat  t i dak  

menanggap i  pangg i l an  Pengadi l an ,  o leh  sebab  i t u  

Pengad i l an  melan ju t kan  pemer iksaan  perka ra  in  l i t i s  

dengan  acara  pembukt i an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l -

da l i l nya ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i -
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P- 4, . . . . . /

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo to  copy  sura t - sura t  

bermetera i  cukup  yang  te lah  d i  cocokan  dengan  

as l i nya  atau  fo to  copynya  dan  dibe r i kan  tanda  P- 1 

sampai  dengan  P- 7,  seh ingga  dapat  d i te r ima  sebaga i  

a la t  bukt i  yang  sah  dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

P–1:  Tanda  Ter ima  Berkas  Penca lonan ,  Ter tangga l  25 

Maret  2010  ( fo t o  copy  sesua i  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

P–2:  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor :  12/PL/KPU-
KT- JPR/VI / 2010  Tentang  Penetapan  Hasi l  
Ver i f i k a s i  te rhadap  pemenuhan syara t  dukungan  
min ima l  baka l  ca lon  Wal iko ta  dan Waki l  
Wal iko ta  Jayapura  tahun  2010 dar i  ca lon  
perseorangan ,  te r t angga l  30 Jun i  2010 ( fo t o  
copy  dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - -

P–3:  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  
Jayapura  Nomor 71 Tahun 2010 te r t angga l  07 
Ju l i  2010 ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  
Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  menjad i  
peser ta  pemi l i han  Kepala  Daerah  dan Waki l  
Kepala  Daerah  Kota  Jayapura  Tahun 2010 ( fo to  
copy  dar i  fo to  copy) ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–4:  Ber i t a  Acara  Pleno  Nomor :  13/PL/KPU- KT-
JPR/VI I / 2010  tangga l      07 Ju l i  2010 ten tang  
Penetapan  Pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan Waki l  
Wal iko ta  yang  lu l us  ver i f i k a s i  ke lengkapan  
dan keabsahan  admin i s t r a s i  sura t  penca lonan  
dan persya ra tan  ca lon  ( fo t o  copy  dar i  fo to  
copy) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P–5: Sura t  Rekomendas i  dar i  Pani t i a  Pengawasan  
Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura ,  Nomor :027 /PL-
PANWASLU-KJPR/VI I / 2010 ,  te r t angga l  08 Ju l i  
2010 ( fo to  copy  dar i  fo to  copy)  ;  
- - - - - - - - - - - - -

P- 6: Sura t  Rekomendas i  dar i  Pani t i a  Pengawasan  
Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura ,Nomor  :  029/PL-
PANWASLU-KJPR/VI I / 2010 ,  te r t angga l  19 Ju l i  
2010 ( fo to  copy  dar i  fo to  copy)  ;  
- - - - - - - - - - - - -
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 Ci t y pl aceKot a  , ??/

P- 7: Dokumentas i  berkas  penca lonan  Pasangan  Calon  
Wal iko ta  dan Waki l  Wal i ko ta  atas  nama Hendr i k  
Worumi ,  S.Sos.  M.Si . ,  dan Pene I f i  
Kogoya,S .Pd .  MM. ;  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa disamping  mengajukan  bukt i - bukt i  

sura t  te rsebu t ,  Penggugat  juga  te lah  mengajukan  1 

( satu )  orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member ikan  

kete rangannya  dibawah  jan j i  yang  pada  pokoknya  

menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Saks i :  AGUSTINUS  TAURUI 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa saks i  adalah  Ketua  Tim  Sukses  Pemenangan  

Pasangan  Calon  Hendr i k  Worumi  dan  Pene  I f i  

Kogoya  da lam Pemi lukada  Kota  Jayapura  Tahun 2010  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa  saks i  bersama  t im  pemenangan  pasangan  

Hendr i k  Worumi  dan  Pene  I f i  Kogoya  te lah  

melakukan  pers iapan  untuk  meminta  dukungan  

berupa  sura t  dukungan  dan  fo to  kop i  KTP warga  

Kota  Jayapura  se jak  Bulan  Pebruar i  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa  saks i  pada  tangga l   25  Maret  2010  te lah  

mendatang i  KPU

Kota  Jayapura  untuk  mendaf ta r kan  Hendr i k  Waromi  

dan  Pene  I f i  Kogoya  sebaga i  Pasangan  Calon  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal i ko ta  bersama  dengan  

masyaraka t  pendukung  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa  bahwa  saks i  tahu  bahwa  jumlah  dukungan  
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yang  dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  adalah  

sebanyak  20.660  sura t  dukungan  yang  te l ah  

d i l engkap i  dengan  KTP  masing- masing  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa saks i  tahu  bahwa KPU Kota  Jayapura  te l ah  

menyatakan  bahwa  dukungan  yang  memenuhi  syara t  

adalah  sebanyak  17.513  dukungan  sedangkan  

sebanyak  3.147  dukungan  t i dak  memenuhi  syara t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa saks i  membenarkan  Bukt i  P- 1 ( tanda  te r ima  

berkas )  sebaga i  bukt i  bahwa  pasangan  Para  

Pengugat  te lah  sah  mendaf ta r  sebaga i  Pasangan  

Calon  Wal iko ta  dan Waki l  Wal i ko ta  Jayapura  tahun  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- bahwa saks i  mengaku i  te lah  mel iha t  ber i t a  acara  

KPU  Kota  Jayapura  Nomor  :  12/PL/KPU- KT-

JPR/VI /2010  tangga l  30  Jun i  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- bahwa saks i  sebaga i  Ketua  Tim  Sukses  bagi  Para  

Penggugat  merasa  kecewa  dengan  adanya  ber i t a  

acara  KPU Kota  Jayapura  Nomor  :  13/PL /KPU- KT-

JPR/VI /2010  tangga l  30 Jun i  2010 ;  - - - - - -

- bahwa saks i  tahu  ada  rekomendas i  dar i  Panwaslu  

Kota  Jayapura  yang  memuat  ten tang  pe langgaran  

admin i s t r a s i  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  da lam 

proses  pentahapan  Pemi lukada  Kota  Jayapura  tahun  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
19
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Meni mbang, ??/
Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  d iber i  

kesempatan  untuk  mengajukan  kes impu lan ,  namun  Para  

Penggugat  t i dak  mengajukan  kes impu lan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  

sega la  sesuatu  yang  te rmuat  dalam  ber i t a  acara  

pers idangan  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dar i  putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  menyatakan  t i dak  

ada  lag i  yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon 

putusan  da lam  perkara  in i ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  

Hakim  dapat  mengambi l  putusan  berdasarkan  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  

diu ra i kan  dibawah  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  diu ra i kan  dalam  duduk  

perka ranya  di  atas  ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  objek  sengketa  

da lam  perkara  in  casu  ada lah  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  Berupa  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  

Jayapura  Nomor  :  71  Tahun  2010  tangga l  7  Ju l i  2010  

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI  PESERTA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL  KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 

2010  Berdasarkan  Lampi ran  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  
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Meni mbang, ??/

Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  tangga l  7  Ju l i  

2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal iko ta   Dan 

Waki l  Wal iko ta  Jayapura  yang  lu l us  Ver i f i k a s i  

Kelengkapan  dan  Keabsahan  Admin is t r a s i  Sura t  

Penca lonan  Dan  Persyara tan  Calon  Khusus  Pada 

Lampi ran  VI I I  angka  8  Baka l  Pasangan  Calon  

Perseorangan  La ju r  2  atas  nama  Hendr i k  Worumi ,  

S.Sos.  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  Kogoya,  S.Pd.  MM.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa maksud gugatan  Penggugat  adalah  

menuntu t  agar  Pengadi l an  menyatakan  bata l  atau  t i dak  

sah  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  dan 

memerin tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  tun tu tan  Para  Penggugat  

agar  objek  sengketa  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

dan  memer in tahkan  Terguga t  agar  mencabut  ob jek  

sengketa  a  quo,  Para  Pengugat  juga  meminta  agar  

Pengad i l an  menetapkan  Para  Penggugat  sebaga i  Peser ta  

da lam  Pemi lukada  Kota  Jayapura  Tahun  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  in t i  persoa lan  

seh ingga  Para  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  adalah  bahwa 

Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  d i t e rb i t k an  o leh  

Terguga t  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  dan azas- azas  umum pemer in tahan  yang  ba ik  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  se jak   Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  menerb i t kan  Penetapan  Maje l i s  
21
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Ayat  ( 1) , ??/
Hakim dan  se lan ju t nya  Hakim Ketua  Maje l i s  Menetapkan  

har i  dan  tangga l  Pemer iksaan  Pers iapan ,  Terguga t  

te lah  d ipangg i l  secara   patu t  mela lu i  Juru  Si ta  

Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

sura t  pangg i l an  nomor  :  W4.TUN4/484/HK.06 /V I I I / 2 010  

tangga l  3  Agustus  2010  dan  nomor  

W4.TUN4/492/HK.06 /V I I I / 2 010  tangga l  6  Agustus  2010,  

Namun  Terguga t  t i dak  mengindahkannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Hakim  Ketua  Maje l i s  quo  non 

te lah  menerb i t kan  Penetapan  Har i  Sidang  sebaga imana  

yang  dimaksudkan  da lam  Pasal  68  Undang- Undang 

Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  

te lah  pu la  memanggi l  Tergugat  secara  patu t  dengan  

melampi rkan  sura t  gugatan ,  namun  Terguga t  t i dak  

menanggap inya  dan/a tau  t i dak  menjawab  sura t  gugatan  

Para  Penggugat  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pengad i l an  te l ah  menghubung i  

Terguga t  mela lu i  Telp  se lu l e r  ke  nomor  :  

081248009307  Atas  nama seker ta r i s  KPU Kota  Jayapura  

dan  Telp  se lu l e r  Ketua  KPU Kota  Jayapura  dengan  

nomor  :  081248283704  yang  mana atas  konf i rmas i  yang  

dimin ta  agar  hadi r  d ipe rs i dangan ,  Seker ta r i s  KPU 

Kota  Jayapura  maupun  Ketua  KPU  Kota  Jayapura  

menyatakan  t i dak  akan  datang  menghadi r i  s idang  

pengad i l an ,  dengan  alasan  bahwa semua kand ida t  yang  

mengajukan  gugatan  d i  PTUN akan  dive r i f i k a s i  u lang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keten tuan  Pasa l  72  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  

51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

menetukan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ayat  (1 )  dalam hal  Tergugat  atau  kuasanya  t i dak  

hadi r  d ipers i dangan  dua  ka l i  s idang  ber tu ru t -

tu ru t  dan/a tau  t i dak  menanggap i  gugatan  tanpa  

alasan  yang  dapat  dipe r t anggung jawabkan  meskipun  

set i ap  ka l i  te lah  d ipangg i l  secara  patu t ,  maka  

Hakim  Ketua  Sidang  dengan  sura t  penetapan  

meminta  atasan  Tergugat  hadi r  dan/a tau  

menanggap i  gugatan  ;

Ayat  (3 )  putusan  te rhadap  pokok  gugatan  dapat  

d i j a t uhkan  hanya  sete l ah  mengenai  seg i  

pembukt i annya  di l akukan  secara  tun tas  ;

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  

72  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Hakim  Ketua  Maje l i s  te l ah  menerb i t kan  

Penetapan  Nomor  :  31/PEN.HKM/2010/PTUN.JPR  tangga l  

19  Agustus  2010  Tentang  Per in tah  Agar  KPU Prov ins i  

Papua  Memerin tahkan  KPU  Kota  Jayapura  Menjawab  

Gugatan  Para  Pengugat  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  

sura t  yang  bermetera i  cukup  ber tanda  P- 1  sampai  

dengan  P- 7 dan  1  (sa tu )  orang  saks i  bernama 

Agust i nus  Tauru i  yang  member ikan  kesaks iannya  

dibawah jan j i  ;  - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  t i dak  mengajukan  

kes impu lan  d ipe rs i dangan  dan  se lan ju t nya  mohon 

Putusan  ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s   Hakim akan  

memper t imbangkan  ten tang  persoa lan  pokok  yang  

menjad i  persengke taan  pada  perkara  in  l i t i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -23
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1.  Apakah, ??/

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan  para  Penggugat  

ser ta  bukt i - bukt i  sura t  kete rangan  saks i  dar i  Para  

Penggugat  maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

yang menjad i  pokok  permasa lahan  adalah  :  - - - - - -

1. Apakah  penerb i t an  obyek  sengketa  a  quo  sudah  

sesua i  dengan  keten tuan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku? ;  - - - - - - - - - - -

2. Apakah  Tergugat  dalam menerb i t kan  obyek  sengketa  

a  quo  t i dak  ber ten tangan  dengan   Asas  -  asas  

Umum Pemer in tahan  Yang Baik? ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  apakah  obyek  

sengketa  in  l i t i s  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  t i dak  

ber ten tangan  dengan  Asas  -  asas  Umum Pemer in tahan  

Yang Baik ,  maka Maje l i s  Hakim akan  menguj i nya  dengan  

Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi lu ,  Undang- Undang Nomor  :  12 Tahun  

2008  Junto  Undang- undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah,  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  :  68  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  sebaga i  pera tu ran  dasar  

te rb i t n ya  obyek  sengketa  a quo ;  - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  dimana  Hakim  Menentukan  apa  yang  harus  

d ibuk t i k an ,  beban  pembukt i an ,  ser ta  peni l a i an  

te rhadap  bukt i ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  
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2.  Bahwa, ??/

mempert imbangkan  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  Para  

Penggugat  sepan jang  ada  re levans inya  dengan  ob jek  

gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  Maje l i s  Hakim 

mencermat i  berkas  perka ra  se lama  proses  pers idangan  

ber langsung  dipe ro l eh  fak ta - fak ta  hukum seper t i  yang  

te ru ra i  sebaga i  ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  sa lah  satu  baka l  

pasangan  ca lon  Wal iko ta  dan  waki l  Wal iko ta  

Jayapura  Per iode  tahun  2010  –  2015  yang  te l ah  

mendaf ta r  d i  KPU Kota  Jayapura  tangga l  25 Maret  

2010  (v ide  Bukt i  P- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Tergugat  te lah  mengakomodi r  Para  Penggugat  

sebaga i  Pasangan  Calon  yang  te lah  memenuhi  

syara t  dukungan  min ima l  yang  di tuangkan  da lam 

ber i t a  acara  Nomor  :  12/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  

te r t angga l  30  Jun i  2010  (v ide  Bukt i  P- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa pada  Lampi ran  VI I I  angka  8  Ber i t a  Acara  

Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I I / 2 010  te r t anga l  7 

Ju l i  2010,  Terguga t  mencata t  pada  ko lom  “Has i l  

Penel i t i a n  Persyara tan ”  la j u r  2  untuk  Para  
25
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Penggugat  adalah  “ t i dak  ada  ber i t a  acara  

rekap i t u l a s i  has i l  ver i f i k a s i  dukungan  pemi l i h ”  

(v ide  bukt i  P- 4)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa Panwaslu  Kota  Jayapura  te lah  menerb i t kan  2 

(dua)  rekomendas i  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  

bahwa  Terguga t  te l ah  melakukan  pe langgaran  

te rhadap  pentahapan  Pemi lukada  Kota  Jayapura  

tahun  2010  (v i de  bukt i  P- 5  dan  P- 6)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa Tergugat  mengeluarkan  objek  sengketa  a quo 

dimana  nama  Para  Penggugat  t i dak  te rcan tum  

dida lamnya  (v ide  bukt i  P – 3) ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguj i  ada  t i daknya  

cacat  yur i d i s  da lam penerb i t an  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  obyek  sengketa  a  quo  Maje l i s  Hakim  mendasar i  

pada  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  untuk  

i t u  ya i t u  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  Jun cto  

Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  dan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  

Umum Nomor  68 Tahun  2009  dengan  meni la i nya  dar i  seg i  

kewenangan,  prosedur  dan  subs tans i i l  /  mater i i l  dar i  

penerb i t an  objek  sengketa  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim 

memper t imbangkan  dar i  seg i  kewenangan  penerb i t an  

ob jek  sengketa  a  quo ,  sebaga imana  te ru ra i  d ibawah  

in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keten tuan  Undang- undang  Nomor  

22  Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

Khususnya  :  - - - - - - - - - - - - - -

- Pasal   1   ayat  (5 )    Penye lenggara  
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l embaga, ??/

Pemi l i han   Umum  adalah

lembaga  yang  menyelenggarakan  Pemi lu  untuk  

memi l i h  anggota  Dewan   Perwak i l an  Rakyat ,  

Dewan  Perwak i l an  Daerah,  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  dan  Pres iden  dan  Waki l  

Pres iden ,  ser ta  kepa la  daerah  dan  waki l  

kepa la  daerah  secara  langsung  oleh  rakya t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pasal  1  ayat  (6 )  Komis i  Pemi l i han  Umum, 

se lan j u t nya  d isebu t  KPU,  adalah  lembaga  

Penye lenggara  Pemi lu  yang  bers i f a t  nas iona l ,  

te tap ,  dan  mandi r i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pasal  1  ayat  ( 7)  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta ,  se lan ju t nya  d isebu t  KPU 

Prov ins i  dan  KPU  Kabupaten /Ko ta ,  adalah  

Penye lenggara  Pemi lu  d i  prov ins i  dan 

kabupaten /ko ta  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keten tuan  Pasal  1  ayat  (4 )  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68  tahun  2009  

menyatakan  bahwa  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i ,  Komi te  Independen  Pemi l i han  

Prov ins i ,  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten /Ko ta ,  dan  

Komi te  Independen  Pemi l i han  Kabupaten /Ko ta  

se lan j u t nya  d isebu t  KPU,  KPU Prov ins i ,  KIP  Prov ins i ,  

KPU Kabupaten /Ko ta ,  dan  KIP  Kabupaten /Ko ta  adalah  

penye lenggara  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  1  angka  6 
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bangkan, ??/

dan  angka  7  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  

ten tang  Penyelenggara  Pemi l i han  Umum ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1 

ayat  (5 ) ,  (6 ) ,  dan  (7 )  Undang- undang  Nomor  22  Tahun 

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi lu  dan  Pasal  12  ayat  

(5 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68  Tahun  

2009  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

Terguga t  berwenang  mengeluarkan  ob jek  sengketa  a  

quo ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,    bahwa     se lan ju t nya    Maje l i s  

Hakim  memper t im-

bangkan  dar i  seg i  prosedur  dan  mater ia l / Subs tans i a l  

Terb i t n ya  ob jek  sengketa  a  quo  sebaga imana  te ru ra i  

d ibawah in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Pasal  59 Undang- undang  Nomor  12 

Tahun  2008  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )  Peser ta  pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Pasangan  ca lon  yang  diusu l kan  oleh  

par ta i  pol i t i k  atau  gabungan  par ta i  

po l i t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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mendaf t ar , ??/

b.  Pasangan  ca lon  perseorangan  yang  

didukung  oleh  se jumlah  orang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  pos i t a  gugatannya  Para  

Penggugat  mengatakan  bahwa  Para  Penggugat  te lah  

mendaf ta r  sebaga i  pasangan  Baka l  Calon  Wal i ko ta  dan  

Waki l  Wal i ko ta  Kota  Jayapura  pada  tangga l  25 Maret  

2010  yang  di te r ima  oleh  Terguga t  dan  te lah  memenuhi  

syara t  sesua i  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang ber laku ;  - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  mendukung  pos i t a  gugatan  

te rsebu t  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  

berupa  bukt i  P -  1 :  tanda  te r ima  berkas  baka l  ca lon  

wal i ko ta  dan  waki l  wal i ko ta  tahun  2010  atas  nama 

pasangan  Hendr i k  Worumi ,  S.Sos. ,  M.Si . ,  dan  Pene I f i  

Kogoya,S .Pd . ,  MM.,  te r t angga l  25 Maret  2010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  1 angka  8 

Pera tu ran  KPU  Nomor  68  Tahun  2009  menentukan  

Pasangan  ca lon  perseorangan  adalah    peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

yang  didukung  oleh  se jumlah  orang  yang  memenuhi  

syara t  sebaga i  pemi l i h  berdasarkan  Undang- Undang ,  

sedangkan  da lam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  Pasa l  59   ayat  (5a)  

menentukan  bahwa Calon  perseorangan  pada saat

mendaf ta r  waj i b  menyerahkan :  a.  sura t  penca lonan  

yang  di tanda tangan i  o leh  pasangan  ca lon  
29
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perseorangan ;  b.  berkas  dukungan  da lam  bentuk  

pernya taan  dukungan  yang  di l amp i r i  dengan  fo tokop i  

Kar tu  Tanda  Penduduk  atau  sura t  kete rangan  tanda  

penduduk  ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   beban  

pembukt i an  yang  di  bebankan  kepada  Para  Penggugat ,  

Para  Penggugat  menyerahkan  Bukt i  yang  dibe r i  tanda  

P  –  7  berupa  Dokumentas i  berkas  penca lonan  

Pasangan  Calon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  atas  

nama Hendr i k  Worumi ,  S.Sos .  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  

Kogoya,S .Pd .  MM  yang  te rd i r i  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Foto  Sampul  Dokumen  Dukungan  Bakal  Calon  

Persero rangan  ;  - - -

2. Foto  Dokumen  Pernya taan  dukungan  dar i  Dis t r i k  

Heram ;  - - - - - - - - -

3. Foto  Dokumen  Pernya taan  dukungan  dar i  Dis t r i k  

Abepura  ;  - - - - - - -

4. Foto  Pernya taan  dukungan  dar i  Dis t r i k  Jayapura  

Utara  dan  Jayapura  Sela tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

5. Foto  Cover  yang  memuat  Kar tu  Tanda Penduduk  dar i  

Kelu rahan  Yabansa i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Foto  Cover  yang  memuat  Kar tu  Tanda  Penduduk  

dar i  Kelu rahan  Awiyo  Dis t r i k  Abepura  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Meni mbang, ?. /

- -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  yang  te lah  

d isampaikan  Para  Penggugat   sebaga imana  diu ra i kan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Maje l i s  Hakim 

memper t imbangkannya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Agust i nus  Tauru i  member ikan  

kesaks ian  dibawah  jan j i  bahwa  sega la  sesuatu  yang  

disya ra t kan  oleh  Undang- Undang  te lah  dipenuh i  o leh  

Para  Penggugat  seh ingga  pada  tangga l  25  Maret  2010  

Terguga t  mener ima  pendaf t a ran  Para  Penggugat  dan  

menerb i t kan  ber i t a  acara  nomor  12/PL /KPU- KT-

JPR/VI /2010  tangga l  30  jun i  2010  (v ide  ber i t a  acara  

s idang  tangga l  24 Agustus  2010)  ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ca lon  perseorangan  

ba ik  da lam  atu ran  dasar  maupun  da lam  aturan  

tekn i snya  te l ah  mengatur  keten tuan  yang  berhubungan  

dengan  tahapan  ver i f i k a s i  admin i s t r a s i  maupun 

ver i f i k a s i  fak tua l  pada  t i ngka t  PPS maupun  t i ngka t  

PPK/PPD ;  -

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  

ver i f i k a s i  menuru t  keten tuan  Pasa l  Pasal  1  angka  11  

Pera tu ran  KPU Nomor  68  Tahun  2009  adalah  pene l i t i a n  

mengenai  keabsahan  sura t  pernya taan  dukungan,  

fo tokop i  kar tu  tanda  penduduk  atau  sura t  kete rangan  

tanda  penduduk ,  pembukt i an  t i dak  adanya  dukungan  

ganda,  t i dak  adanya  pendukung  yang  te lah  meningga l  

dunia ,  t i dak  adanya  pendukung  yang  sudah  t i dak  lag i  

menjad i  penduduk  di  wi layah  yang  bersangku tan ,  atau  

t i dak  adanya  pendukung  yang  t i dak  mempunyai  hak  

p i l i h  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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per seor angan, ??/

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ver i f i k a s i  quo  non 

Terguga t  te lah  menerb i t kan  ber i t a  acara  Nomor  :  

12/PL /KPU- KT- JPR/VI I / 2010  te r t anga l  30  Jun i  2010  

yang  mana Tergugat  te lah  mengakomodi r  Para  Penggugat  

sebaga i  Pasangan  Calon  yang  te lah  memenuhi  syara t  

dukungan  min ima l  atau  dengan  kata  la i n  Para  

Penggugat  te lah  lu l us  ver i f i k a s i  ba ik  secara  

admin i s t r a s i  maupun secara  fak tua l  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  gugatan   Para  

Penggugat  yang  menyatakan  bahwa dengan  adanya  ber i t a  

acara  Nomor  :  12/PL/KPU- KT- JPR/VI /2010  te r t anga l  30  

Jun i  2010  maka Para  Penggugat  te lah  memenuhi  syara t  

dukungan  dapat  d ibenarkan  oleh  Maje l i s  Hakim ;  - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  adanya  ber i t a  acara  

Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  te r t angga l  7  Ju l i  

2010  yang  di t e rb i t k an  oleh  Tergugat ,  Maje l i s  Hakim 

Memper t imbangkan  sebaga imana  yang  diu ra i kan  dibawah  

in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  keten tuan  Pera tu ran  KPU 

Nomor  68 Tahun  2009  Paragraf  2 “Tata  Cara  Ver i f i kas i  

Dukungan”  Pasal  20  Ayat  (1 )  “PPS  sete l ah  mener ima  

pember i t ahuan  dan  rekap i t u l a s i  dukungan  beser ta  

lampi rannya  dar i  baka l  pasangan  ca lon ,  melaksanakan  

ver i f i k a s i  dokumen  dukungan  baka l     pasangan  

ca lon

 perseorangan  dan  penye lesa ian  dokumen ber i t a  acara  

ver i f i k a s i  pa l i ng  lama  14  (empat  be las )  har i  se jak  

dokumen  dukungan  dise rahkan  oleh  baka l  pasangan  

ca lon ”  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  Pasal  59a  ayat  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemerintahan  Daerah  menentukan  bahwa “ ver i f i k a s i  dan  

rekap i t u l a s i  dukungan  ca lon  perseorangan  untuk  

pemi l i han  Bupat i /Wak i l  Bupat i  dan  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  di l akukan  oleh  KPU  Kabupaten /Ko ta  yang  

diban tu  oleh  PPK dan PPS se lan ju t nya  da lam Pera tu ran  

KPU Nomor  68  Tahun  2009  secara  tegas  memer in tahkan  

agar  has i l  ver i f i k a s i  dan  rekap i t u l a s i  yang  

di l akukan  oleh  PPS  maupun  PPK  harus  member ikan  

rangkapnya  pada  pasangan  ca lon  perseorangan ,  dan  ha l  

in i  t i dak  pernah  di l akukan  oleh  Tergugat  ;  

Menimbang,  bahwa  keten tuan  te rsebu t  secara  

tegas  member ikan  petun juk  secara  normat i f  bahwa yang  

membuat  ber i t a  acara  rekap i t u l a s i  adalah  

Penye lenggara  Pemi lu  i t u  send i r i  dan  bukan  Para  

Penggugat ,   seh ingga   cata tan   dalam  ob jek  sengketa  

yang di tu l i s

“T IDAK  ADA  BERITA  ACARA  REKAPITULASI  HASIL  

VERIFIKASI  DUKUNGAN PEMILIH”  merupakan  cata tan  t i dak  

berdasar  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  keten tuan  mengenai  tahapan  

pendaf t a ran  da lam Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  leb ih  

lan ju t  d ia tu r  berdasarkan  keten tuan  pasa l  60  Undang  

–  undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  Pemerintahan  

Daerah  Junto  Pasal  33  dan  34  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  68  Tahun  2009  yang  menyatakan  

bahwa :  - - - -

Pasal  60 Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  :  
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Pol i t i k??/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ayat  (2 ) : Hasi l  pene l i t i a n  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  d ibe r i t a hukan  

secara  te r t u l i s  kepada  ca lon  par ta i  

po l i t i k  dengan  tembusan  pimpinan  

par ta i

po l i t i k ,  gabungan  par ta i  po l i t i k  

yang  mengusu lkan ,  atau  ca lon  

perseorangan  pa l i ng  lama  21  (dua  

pu luh  satu )  har i  te rh i t ung  se jak  

tangga l  penutupan  pendaf ta ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ayat  (3 ) : Apabi l a  pasangan  ca lon  par ta i  

po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  

be lum  memenuhi  syara t  atau  d i to l a k  

karena  t i dak  memenuhi  syara t  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  58 

dan/a tau  Pasal  59  ayat  (5 ) ,  par ta i  

po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  

yang  mengajukan  ca lon  d ibe r i  

kesempatan  untuk  melengkap i  dan/a tau  

memperba ik i  sura t  penca lonan  beser ta  

persya ra tan  pasangan  ca lon  atau  

mengajukan  ca lon  baru  pal i ng  lama  7 

( tu j uh )  har i  se jak  saat  

pember i t ahuan    has i l    penel i t i a n  

persya ra tan   oleh   KPU  prov ins i  

dan/a tau  KPU kabupaten / ko ta ;

- Ayat  (4 ) : KPU  Prov ins i  dan/a tau  KPU 

Kabupaten /Ko ta  melakukan  pene l i t i a n  

u lang  ten tang  ke lengkapan  dan/a tau  
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Per at ur an?. . /

perba ikan  persya ra tan  ca lon  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (3 ) ,  

ayat  (3a) ,  dan  ayat  (3b)  seka l i gus  

member i t ahukan  has i l  pene l i t i a n  

te rsebu t  pa l i ng  lama  14  (empat  

be las )  har i  kepada  pimp inan  par ta i  

po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  

yang  mengusu lkannya  atau  ca lon  

perseorangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ayat  (5 ) : Apabi l a  has i l  pene l i t i a n  berkas  

ca lon  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  

(4 )  t i dak  memenuhi  syara t  dan 

di to l a k  o leh  KPU prov ins i  dan/a tau  

KPU kabupaten / ko ta ,  par ta i  pol i t i k ,  

gabungan  par ta i  po l i t i k ,  atau  ca lon  

perseorangan  t i dak  dapat  lag i  

mengajukan  ca lon ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68 Tahun  2009:  

- - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  33 :  KPU Prov ins i  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  

sete lah  mener ima  sura t  penca lonan  beser ta  

lampi rannya  sebaga imana  dimaksud  da lam 

Pasal  17  dan  Pasa l  32,  segera  melakukan  

pene l i t i a n  persya ra tan  admin is t r a s i  dengan  

melakukan  k la r i f i k a s i  kepada  ins tans i  

pemer in tah  yang  berwenang  dan  mener ima  

masukan  dar i  masyaraka t  te rhadap  pasangan  

ca lon ,  dengan  keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Ver i f i k a s i  d i l akukan  te rhadap  
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ke lengkapan  dan  keabsahan  berkas  

admin i s t r a s i  sura t  penca lonan  dan 

persya ra tan  ca lon  pa l i ng  lama  7 ( tu j uh )  

har i ;  - - - - - - - - - -

b. Apabi l a  d i temukan  kegan j i l a n  atau  

dugaan  ket i dakbenaran  dokumen  yang  

dia jukan ,  KPU Prov ins i  /Kabupaten /Ko ta  

melakukan    k la r i f i k a s i    kebenaran

dokumen  te rsebu t .  Set iap  k la r i f i k a s i  

d ise r t a i  ber i t a  acara  has i l  k la r i f i k a s i  

yang  dike tahu i  o leh  ins tans i  yang  

berwenang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

c . KPU  Prov ins i / Kabupa ten /Ko ta  waj i b  

member i t ahukan  secara  te r t u l i s  kepada  

pasangan  ca lon  mengenai  jen i s  berkas  

yang  be lum  lengkap  atau  t i dak  memenuhi  

syara t  dan  alasannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  34 :  Ayat  (1 )  Hasi l  pene l i t i a n  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  33,  diber i t a hukan  

secara  te r t u l i s  kepada  ca lon  par ta i  pol i t i k  

dengan  tembusan  pimpinan  par ta i  po l i t i k ,  

gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  mengusu lkan ,  

atau  ca lon  perseorangan  pa l i ng  lama  7 

( tu j uh )  har i  te rh i t u ng  se jak  tangga l  

penutupan  pendaf t a ran  pasangan  ca lon ,  

dengan  keten tuan :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

a.  Pember i t ahuan  ver i f i k a s i  mel ipu t i  
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unsur - unsur  berkas  yang  dive r i f i k a s i ,  

s ta tus  berkas  apakah  memenuhi  syara t  atau  

t i dak ,  s ta tus  berkas  apakah  lengkap  atau  

t i dak ,  dan alasan  ket i dakpemenuhan  syara t  

berkas  te rsebu t  menuru t  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  keten tuan  pasa l  60  

Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  dan  Pera tu ran  KPU Nomor  68 Tahun  

2009  dika i t k an  dengan  te rb i t n ya  ob jek  sengketa  maka 

fak ta - fak ta  di  pers idangan  dipe r t imbangkan  demik ian  

;  

Menimbang,  bahwa  Tergugat  t i dak  pernah  

member i t ahukan  secara  te r t u l i s  kepada  para  Penggugat  

da lam  waktu  pal i ng  lama  21  (dua  pu luh  satu )  har i  

sebaga imana  te rcan tum  dalam  keten tuan  yang  ber laku  

(v ide  pasa l  60 ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  12 Tahun 

2008) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  t i dak  d ibe r i  

kesempatan  untuk  melengkap i  dan/a tau  memperba ik i  

sura t  penca lonan  beser ta  persya ra tan  pasangan  ca lon  

atau  mengajukan  ca lon  baru  pa l i ng  lama  7  ( tu j uh )  

har i  se jak  saat  pember i t ahuan  has i l  pene l i t i a n  

persya ra tan  o leh  KPU Kota  Jayapura  sebaga imana  yang  

diha ruskan  keten tuan  yang  ber laku  (v i de  pasa l  60 

ayat  (3 )  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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memper hat i kan, . . /
Menimbang,  bahwa  dar i  ha l - ha l  yang  te ru ra i  

d ia tas  Maje l i s  berkes impu lan  bahwa dalam  menerapkan  

keten tuan  ten tang  tahapan  pendaf t a r an  Baka l  Pasangan  

ca lon  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Tergugat  

te rbuk t i  ke l i r u  menerapkan  keten tuan  da lam Undang  – 

Undang  Nomor  12  tahun  2008  ten tang  Pemer in tahan  

Daerah  dan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68 

Tahun  2009  ten tang  Pedoman  Teknis  ta ta  cara  

penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  dalam  dal i l  gugatan  Para  

Penggugat  menyatakan  bahwa  j i ka  dice rmat i  

konsederans  objek  sengketa  maka  di temukan  

ke jangga lan  secara  lega l  fo rmal  pada  konsederans  

memperhat i kan  yang  se lengkapnya  menentukan  “Ber i t a  

acara  p leno  KPU  Kota  Jayapura  da lam  menetapkan  

pasangan  ca lon  wal i ko ta  dan  waki l  wal i ko ta  yang  

lu l us  ver i f i k a s i  ke lengkapan  admin i s t r a s i  dan  

fak tua l ”  konsederans  in i  t i dak  secara  tegas  

mencantumkan  ber i t a  acara  mana  yang  dipaka i  ba ik  

secara  penomoran  dan  tangga l  ber i t a  acara  yang  

digunakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  secara  admin i s t r a t i f  satu  

keputusan  ta ta  usaha  Negara  yang  di te rb i t k an  harus  

memuat  dan/a tau  memperhat i kan  secara  cermat  dasar  

penerb i t an  dan  fak ta  aktua l  yang  menjad i  dasar  

peneb i t an  satu  keputusan ,  ha l  mana  da lam  objek  

sengketa  in  l i t i s  t i dak  d i ten tukan  secara  je l as  

dasar  “MEMPERHATIKAN”  sebaga i  kerangka  acuan  

penerb i t annya  ;  
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kat a, ??/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

berbaga i  keputusannya  se la l u  d iawa l i  dengan  pleno  

sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  keten tuan  Undang-

Undang  Nomor  :  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara  

Pemilu ,  o leh  karenanya  seharusnya  penerb i t an  

keputusan  Tergugat  harus  mencantumkan  secara  je l as  

ten tang  ber i t a  acara  mana  ba ik  penomoran  maupun 

tangga l  yang  di j ad i kan  konsederans  “memperha t i kan ”  a  

quo  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

ob jek  sengketa  dengan  t i dak  mencantumkan  ber i t a  

acara  mana  yang  di j ad i kan  dasar  ba ik  secara  

penomoran  maupun tangga l ,  maka menuru t  Maje l i s  Hakim 

objek  sengketa  a quo te l ah  cacat  dar i  seg i  fo rma lnya  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  ura ian  

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas  te rbuk t i  bahwa  obyek  

sengketa  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  te lah  

ber ten tangan  dengan  Keten tuan  Pasal  60  Undang  – 

undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  atas  

Undang- undang  Pemer in tahan  daerah  Junto  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  68  Tahun  2009  ten tang  

Pedoman  Tekn is  ta ta  cara  penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  atau  dengan

 kata  la i n  Tergugat  te lah  menerb i t kan   keputusan  

obyek  sengketa  a  quo  mengandung  cacat  yur i d i s  ba ik  

mater i i l  maupun fo rma lnya  ;  - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete l ah  Maje l i s  Hakim memer iksa  
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Ayat  ( 1) ??/

bukt i  sura t  dan  kete rangan  saks i  Para  Penggugat  

d ipe ro l eh  fak ta  bahwa  objek  sengketa  adalah  

menyangkut  nama  –  nama  Peser ta  yang  l ul us  da lam 

penja r i ngan  baka l  ca lon  Wal iko ta  dan  Waki l  Wal i ko ta  

Jayapura  tahun  2010  dimana  Para  Penggugat  t i dak  

te rmasuk  da lam  daf ta r  nama  Para  Peser ta  yang  

dinya takan  lo l os  akan  te tap i  para  penggugat  masuk  

da lam daf ta r  nama yang  dinya takan  t i dak  lo l os  dalam 

pemi l i han  umum kepa la  daerah  Kota  Jayapura  tahun  

2010  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Lampi ran  VI I I  

Ber i t a  Acara  Pleno  KPU  Kota  Jayapura  Nomor  

13/PL /KPU- KT- JPR/VI I / 2010 ,  tangga l  7 Ju l i  2010  (v i de  

bukt i  P- 3 jo .  Bukt i  P- 4) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  8  Ju l i  2010  

Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum  Kota  Jayapura  

menerb i t kan  sura t  nomor  :  027/PL- PANWASLU-

KJPR/VI I / 2010  ten tang  REKOMENDASI  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa  Keputusan  Terguga t  berupa  obyek  

sengketa  harus  d iba ta l kan  karena  sudah  melanggar  

atu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  (buk t i  P- 5)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  19  Ju l i  2010  

Pani t i a  Pengawas  Pemi l i han  Umum  Kota  Jayapura  

menerb i t kan  sura t  nomor  :  029/PL- PANWASLU-

KJPR/VI I / 2010  ten tang  REKOMENDASI  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa Para  Penggugat  mempunyai  hak  untuk  

menjad i  Peser ta  karena  Kesa lahan  t i dak  adanya  Ber i t a  

Acara  Hasi l  Ver i f i k a s i  bukan lah  kesa lahan  Para  

Penggugat  (buk t i  P- 6)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa yang  keten tuan  Pasal  1 angka  16 
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Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi lu  member ikan  penger t i a n  te rhadap  

Panwaslu  ya i t u  Pani t i a  yang  diben tuk  o leh  Banwaslu  

untuk  mengawasi  penye lenggaraan  Pemi lu  d i  wi layah  

Kabupaten /Ko ta ,  dan  te rhadap  wewenang  KPU 

Kabupaten /Ko ta  d ia tu r  leb ih  lan j u t  dalam  Pasal  78  

demik ian  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  tugas  dan  wewenang  Panwaslu  Kabupaten /Ko ta  

adalah  :  - - - - - -

a. Mengawasi  tahapanPemi lu  d i  Wi layah  

Kabupaten /Ko ta  yang  mel ipu t i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angka 3

Proses  penetapan  Calon  Anggota  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  dan  Pasangan  Calon  Kepala  daerah  

dan Waki l  Kepala  daerah  ;  - - - - - - - -

Angka 4

Penetapan  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  daerah  Kabupaten /Ko ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Mener ima  laporan  dugaan  pe langgaran  te rhadap  

pe laksanaan  pera tu ran  perundang- undangan  

mengenai  Pemi lu  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  rekomendas i  yang  

di te rb i t k an  o leh  Panwaslu  Kota  Jayapura  quo  non 

(buk t i  P- 5  dan  P- 6)  adalah  sudah  berdasarkan  

kewenangan  yang  diber i kan  o leh  pera tu ran  perundang-

undangan  dan  oleh  karenanya  te rhadap  rekomendas i  a  

quo  menuru t  Maje l i s  Hakim  sudah  tepa t  dan  benar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  tun tu tan  Para  

Penggugat  yang  te rmuat  dalam pet i t um  gugatannya  yang  
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Meni mbang?. . /

meminta  Maje l i s  Hakim  menja tuhkan  amar  agar  

menempatkan  Para  Penggugat  sebaga i  sa lah  satu  

peser ta  da lam  Pemi lukada  Kota  Jayapura  tahun  2010  

t i dak  dapat  d ikabu lan  o leh  Maje l i s  Hakim  karena  

kewenangan  penentuan  dar i  baka l  pasangan  ca lon  

menjad i  peser ta  da lam  Pemi lukada  Kota  Jayapura  

merupakan  t i ndakan  fak tua l  dan  pada  pr ins i pnya  Hakim 

Pengad i l an  ta ta  usaha  Negara  di l a r ang  untuk  duduk  di  

kurs i  ekseku t i f  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  semua  ura ian  te rsebu t  

d ia tas  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  Terguga t  

te lah  te rbuk t i  dalam  melaksanakan  prosedur  tahapan  

proses  Pemi lukada  Kota  Jayapura  tahun  2010  khusus  

pada  pasangan  ca lon  perseorangan  te l ah  te rbuk t i  

melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  da lam  penerb i t an  

obyek  sengketa  in  l i t i s  sudah  te rbuk t i  secara  hukum,  

maka  te rhadap  da l i l  Para  Penggugat  yang  menyatakan  

bahwa  penerb i t an  obyek  sengketa  te lah  melanggar  

asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  ba ik  t i dak  

d ipe r t imbangkan  lag i  oleh  Maje l i s  Hakim  yang  

memeriksa ,  memutus  dan  mengadi l i  sengketa  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  penundaan  

yang  te lah  d i te rb i t k an  Penetapan  Penundaannya  oleh  

Maje l i s  Hakim  harus lah  te tap  d ipe r t ahankan  sampai  

putusan  in i  mempunyai  kekuatan  hukum te tap  ; -

Menimbang,  bahwa sete l ah  d i t e l aah  secara  cermat  
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dan?/

te rhadap  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor   :  

12/PL /KPU- KT- JPR/VI / 2010  Tentang  Penetapan  Hasi l  

Ver i f i k a s i  te rhadap  pemenuhan  syara t  dukungan  

min ima l  baka l  ca lon  Wal i ko ta  dan  Waki l  Wal i ko ta  

Jayapura  tahun  2010  dar i  ca lon  perseorangan  

te r t angga l  30  Jun i  2010,  maka menuru t  Maje l i s  Hakim 

te lah  memenuhi  unsur  keabsahannya  oleh  karena  i t u  

te rhadap  ber i t a  acara  a  quo  harus lah  d inya takan  sah  

secara  hukum dan dapat  d i j ad i kan  acuan  bag i  Tergugat  

agar  menerb i t kan  keputusan  yang  t i dak  merug ikan  Para  

Penggugat  d ikemudian  har i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  penerb i t an  obyek  

sengketa  mengandung  cacat  yur i d i s ,   maka  te rhadap  

tun tu tan  Para  Penggugat  yang  memohon agar  Pengad i l an  

menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kota  Jayapura  Nomor  :  71  Tahun  2010  tangga l  7  

Ju l i  2010  TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA 

DAERAH DAN  WAKIL  KEPALA  DAERAH MENJADI  PESERTA 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA 

JAYAPURA  TAHUN 2010  Berdasarkan  Lampi ran  Ber i t a  

Acara  Rapat  Pleno  Nomor  :  13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  

tangga l  7 Ju l i  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Wal iko ta   Dan  Waki l  Wal iko ta  Jayapura  yang  lu l us  

Ver i f i k a s i  Kelengkapan  dan  Keabsahan  Admin is t r a s i  

Sura t  Pencalonan  Dan  Persyara tan  Calon  Khusus  Pada 

Lampi ran  VI I I  angka  8  Baka l  Pasangan  Calon  

Perseorangan  La ju r  2  atas  nama  Hendr i k  Worumi ,  

S.Sos.  M.Si . ,

dan  Pene I f i  Kogoya,  S.Pd.  MM.,  dan  permohonan  agar  

Terguga t  mencabut  Sura t  Keputusan  a  quo  dan 

mewaj ibkan  Terguga t  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  menempatkan  Para  Penggugat  sebaga i  
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Peser ta  da lam  Pemi lukada  Kota  Jayapura  tahun  2010  

adalah  bera lasan  menuru t  hukum dan  harus  d ikabu l kan  

sebag ian  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  kete rangan  saks i  dar i  

Para  Penggugat  yang  t i dak  d ipe r t imbangkan  oleh  

Maje l i s  Hakim  te tap  te rmuat  dan  te rcan tum dalam 

ber i t a  acara  s idang  pada  berkas  perka ra  sebaga i  

bagian  dalam  perka ra  in  l i t i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Para  

Penggugat  d ikabu l kan ,  maka  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perka ra  a  quo dibebankan  kepada  Tergugat  yang  

besarnya  akan  di t e t apkan  dalam  amar  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan   Pasal  -  Pasa l   da lam   Undang-

Undang   Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  

Atas  Undang- Undang  Nomor:  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  Undang- Undang Nomor:  22  

Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi lu  Undang-

undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  atas  

Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004,  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  68  Tahun  2009  dan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  la i nnya  yang  bersangku tan  dengan  

perka ra  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M  E  N  G  A  D  I   L 

I     :    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  
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 Ci t y pl aceKOTA  , ?/

sebag ian ; - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Menyatakan  bata l  keputusan  ta ta  usaha  Negara  

berupa  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kota  

Jayapura  Nomor  :  71 Tahun 2010  tangga l  7 Ju l i  2010  

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA  DAERAH MENJADI  PESERTA  PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

 KOTA JAYAPURA TAHUN 2010  Berdasarkan  Lampi ran  

Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor  :  13/PL/KPU- KT-

JPR/VI I / 2010  tangga l  7 Ju l i  2010  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Wal iko ta   Dan  Waki l  Wal iko ta  

Jayapura  yang  lu l us  Ver i f i k a s i  Kelengkapan  dan  

Keabsahan  Admin is t r a s i  Sura t  Penca lonan  Dan 

Persyara tan  Calon  Khusus  Pada  Lampi ran  VI I I  angka  

8  Bakal  Pasangan  Calon  Perseorangan  La ju r  2  atas  

nama Hendr i k  Worumi ,  S.Sos .  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  

Kogoya,  S.Pd.  

MM.  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  keputusan  

ta ta  usaha  Negara  berupa  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kota  Jayapura  Nomor  :  71 Tahun 2010  

tangga l  7  Ju l i  2010  TENTANG PENETAPAN PASANGAN 

CALON  KEPALA  DAERAH  DAN  WAKIL  KEPALA  DAERAH 

MENJADI  PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL 

KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2010  Berdasarkan  

Lampi ran  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor  :  

13/PL/KPU- KT- JPR/VI I / 2010  tangga l  7  Ju l i  2010  

Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Wal i ko ta   Dan 

Waki l  Wal i ko ta  Jayapura  yang  lu l us  Ver i f i k a s i  

Kelengkapan  dan  Keabsahan  Admin is t r a s i  Sura t  

Penca lonan  Dan  Persyara tan  Calon  Khusus  Pada 
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6.  Menghukum??/

Lampi ran  VI I I  angka  8  Bakal  Pasangan  Calon  

Perseorangan  La ju r  2  atas  nama  Hendr i k  Worumi ,  

S.Sos .  M.Si . ,  dan  Pene  I f i  Kogoya,  S.Pd.  MM.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  sah  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  Nomor  :  

12/PL/KPU- KT- JPR/VI /2010  Tentang  Penetapan  Hasi l  

Ver i f i k a s i  te rhadap  pemenuhan  syara t  dukungan  

min ima l  baka l  ca lon  Wal i ko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  

Jayapura  tahun  2010  dar i  ca lon  perseorangan  

te r t angga l  30  Jun i  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

5.  Menyatakan  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  Nomor:  

31/PEN/20 10/PTUN.JPR  tangga l  19  Agustus  2010 

ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Obyek  Sengketa  te tap  

dipe r t ahankan  sampai  putusan  in i  mempunyai  

kekuatan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

6. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perka ra  

sebesar  Rp.273 .000 , -  ( dua  ra tus  tu juh  pu luh  t i ga  

r i bu  rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

pada  har i  Jumat ,  tangga l  27 Agustus  2010  dan  30 

Agustus  2010,  yang  te rd i r i  dar i  YUSUF NGONGO,  SH. ,  

sebaga i   Hakim   Ketua   Maje l i s   CECKLY  JEMBLY 

KEREH,  SH. ,  dan  TAUFIK  ADHI  PRIYANTO,  SH. ,  masing-

masing  sebaga i  Hakim  Anggota .   Putusan  mana 

diucapkan  da lam   pers idangan   yang   te rbuka   untuk  

umum  pada   Senin ,  30 Agustus  2010   o leh  Hakim Ketua  
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Per i nci an, ??/

Maje l i s  dengan  didamping i  o leh  Hakim -  Hakim Anggota  

te rsebu t  d ia tas  dengan  diban tu  o leh  HERMIN  E.  

SUSILAWATI,  SH sebaga i  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  dihad i r i  o leh  Kuasa 

Hukum  Para  Penggugat  ser ta  t i dak  d ihad i r i  o leh  

Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

 Per inc i an  Biaya  Perkara  Nomor 31/G/2010 /PTUN.JPR

1

.

Pendaf ta ran : Rp. 30.000 , 00

2

.

Panggi l an : Rp. 210.000 , 00

3 Matera i : Rp. 18.000 ,00

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

t td

HAKIM KETUA MAJELIS,

t td

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

t td

YUSUF NGONGO,  S.H.

TAUFIK  ADHI PRIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

t t d

HERMIN E.  SUSILAWATI ,  SH.
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.

4

.

Redaks i : Rp. 15.000 ,00

  

J  u m l  a h   :

Rp. 273.000 ,00

                             ( dua ra tus  tu juh  

pu luh  t i ga  r i bu  rup iah )
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